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ABSTRAK 

Faidhullah Ali, (2025): Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 

Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Bantuan Hukum Bagi Masyarkat Tidak Mampu 

Dalam Perkara Cerai Gugat (Studi Kasus di 

Posbakum Pengadilan Agama Karawang). 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya Perma No. 2 Tahum 2009 

tersebut maka setiap masyarakat yang berperkara di Pengadilan dikenakan biaya 

perkara. Sementara itu masyarakat tidak mampu akan sulit untuk melakukan 

perkara di Pengadilan karena beratmya biaya dan akhirya tidak bisa menyelesaikan 

perkara di Pengadilan dan mereka pun menyelesaikan perkaranya di desa sendiri 

dan hasil keputusannya tidak memiliki kekuatan hukum. Dalam penelitian ini 

penulis menarik pokok permasalahan yaitu proses pemberian layanan bantuan 

hukum yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Karawang di lingkungan 

Pengadilan Agama Karawang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengtahui 

pelaksanaan PERMA No. 1 Tahu 2014, mulai dari prosedur, dan kriteria orang yang 

berhak menerima layana bantuan hukum. 

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan yaitu menggunakan 

metode kualitatif. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

menggunakan wawancara, studi pustaka dan dokumentasi. kesimpulan dari 

penelitian ini dapat diketahui yaitu: (1). Pelaksanaan layanan Posbakum di 

Pengadilan Agama Karawang sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2014. 

Pelayanan baik, ramah, cepat dan memuaskan. (2). Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 

2014 dalam perkara cerai gugat. 

 

Kata kunci: Bantuan Hukum, Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014, Cerai 

Gugat. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Latar belakang terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2014 yaitu adanya Perma 

No. 2 Tahun 2009 tetang Biaya Proses Perkara Dan Pengelolaannya Pada 

Mahakamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.1 Dengan 

adanya Perma No. 2 Tahun 2009 tersebut maka setiap masyarakat yang akan 

berperkara di Pengadilan akan dikenakan biaya perkara. Sementara itu masyarkat 

tidak mampu akan sulit untuk melakukan perkara di pengadilan karena besarnya 

biaya, dan akhirnya tidak bisa melakukan penyelesaian perkara di pengadilan, dan 

merekapun menyelesaikan perkaranya di desa sendiri dan hasil keputusannya tidak 

memiliki kekutan hukum. Mempertimbangkan hal itu maka Mahkamah Agung 

menerbitkan Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan,2 agar masyarakat tidak 

mampu bisa menyelesaikan perkaranya di pengadilan tanpa biaya dan akan 

berkekuatan hukum. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh 

pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum yang 

menghadapi masalah hukum. Penerima bantuan hukum adalah kelompok orang 

miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang 

                                                             
1 Mahkamah Agung, Perma No. 2 Tahun 2009 (Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan 

Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya).  
2 Mahkamah Agung, Perma No. 1 Tahun 2014 (Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi 

Masyarakat Tidak mampu di Pengadilan).  
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menghadapi masalah hukum. Bantuan hukum yang diberikan meliputi masalah 

hukum pidana, perdata dan tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non 

litigasi. Meliputi menjalankan kuasa, mendampingi, mewakili, membela, dan atau 

melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum penerima bantuan 

hukum.3 

Bantuan hukum dalam Islam sesungguhnya tidak sederhana seperti 

dipahami dalam konteks hukum barat yakni jasa hukum cuma-cuma (prodeo) atau 

sebaliknya menjadi pekerjaan professional, tetapi ia memiliki pemaknaan yang 

lebih luas, yakni menjadi seseorang yang berfungsi pemutus hukum dan perantara 

perdamaian dikalangan dua pihak yang berselisih serta memiliki tugas penegakkan 

hukum dan keadilan. Oleh karena itu, kedudukan advokat atau pengacara dalam 

hukum Islam tidak hanya terikat dengan syarat-syarat tertentu memenuhi kriteria 

penegak hukum, tetapi juga memiliki fungsi mulia di mata hukum.4   

Pos Bantuan Hukum (Posbakum) termasuk organisasi bantuan hukum yang 

resmi di Pengadilan Agama berdasarkan SEMA No. 10 Tahun 2010. Pos Bantuan 

Hukum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan Agama bagi 

pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada 

pemohon bantuan hukum dalam memberikan layanan advis atau konsultasi hukum, 

bantuan pembuatan surat gugatan atau permohonan. 

Kemudian pada tahun 2014 Mahkamah Agung menerbitkankan peraturan 

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu  Di 

                                                             
3 Febri Handyani, Bantuan Hukum Di Indonesia (Yogyakrta: Kalimedia, 2016), h. 133. 
4 Didi Kusnadi, Bantuan Hukum Dalam Islam, (Bandung, Pustaka Setia, 2012), cet-1, h. 37  
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Pengadilan, sehingga dengan terbitnya Perma No. 1 Tahun 2014, maka SEMA No. 

10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dan Pelayaluran 

Bantuan Hukum dan SK Menkumham No. M.HH-03.03 Tahun 2013 tentang 

Besaran Biaya Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi, maka pemberian bantuan 

hukum (PBH) termasuk advokat yang berseritfikat disediakan oleh Kementrian 

Hukum dan HAM. 

Perma ini mengatur bagaimana mekanisme dan layanan pemberian hukum 

di pengadilan, kecuali di pengadilan militer, sebab layanan bantuan hukum di 

pengadilan militer sudah disediakan Babinkum TNI melalui Kodam masing-

masing. Jadi, bagi masyarakat miskin yang dibuktikan dengan surat keterangan 

tidak mampu dapat berperkara secara prodeo termasuk pemdampingan oleh 

advokat yang disediakan Kemenkumham. 

Ada 3 (tiga) ruang lingkup layanan hukum dalam Perma No. 1 Tahun 2014, 

antara lain yaitu: 

1. Layanan Pembebasan Biaya Perkara, 

2. Penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan dan 

3. Penyediaan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) pengadilan.5 

Salah satu jenis bantuan hukum yang diberikan oleh negara adalah 

dibentuknya pos bantuan hukum di Pengadilan Indonesia. Pos bantuan hukum 

sudah dikenal oleh sebagian masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan 

                                                             
5Febri Handyani, Bantuan Hukum Di Indonesia (Yogyakrta: Kalimedia, 2016), h. 133.  
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maningkatnya masyarakat dalam menggunakan jasa pos bantuan hukum 

Pengadilan Agama Kabupaten Karawang. 

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh dan pada setiap Pengadilan 

Agama bagi pemberi bantuan hukum dalam memberikan layanan bantuan hukum 

kepada pemohon bantuan hukum dalam hal pemberian informasi, konsultasi atau 

advis hukum, bantuan pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan serta 

menyediakan informasi daftar organisasi advokat sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum atau Organisasi 

Bantuan Hukum advokat lainnya yang dapat memberikan bantuan hukum lainnya 

yang dapat memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma. 

Perkara cerai gugat, yang banyak diajukan oleh perempuan dari kalangan 

ekonomi lemah, menjadi salah satu perkara yang memerlukan perhatian serius 

terkait pemberian bantuan hukum. Implementasi Perma No. 1 tahun 2014 menjadi 

sangat penting dalam menjamin keadilan bagi kelompok rentan ini. 

Tabel Jumlah Perkara Cerai Guagat Yang Diterima di Pengadilan 

Agama Karawang Tahun 2024 

JENIS 

PERKARA 

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES JML 

Cerai 

gugat 

372 228 165 179 371 277 370 274 238 362 295 184 3315 

 

Sehubungan dengan penerima layanan bantuan hukum oleh Posbakum 

ditegaskan dalam pasal 2, layanan bantuan hukum diberikan kepada masyarakat 

tidak mampu dengan berasaskan: 1. Keadilan; 2. Sederhana, cepat, dan biaya 
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ringan; 3. Non diskriminatif; 4. Transparansi; 5. Akuntabilitas; 6. Efektivitas dan 

efisisensi; 7. Bertangung jawab; dan 8. Profesional.6 

Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan bahwa Tujuan Layanan Hukum bagi 

masyarakat tidak mampu di pengadilan adalah untuk: 

a. Meringankan bebas biaya yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak 

mampu secara ekonomi di pengadilan; 

b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakakat yang sulit atau tidak 

mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan biaya, fisik, dan 

geografis; 

c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu mengakses 

konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di 

Pengadilan; 

d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum melalui 

penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan kewajiban; dan 

e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakata pencari keadilan.7 

Interprestasi hukum mengenai kata tidak mampu memiliki makna yang 

ganda bisa berarti tidak mampu secara ekonomi dan tidak cakap hukum. Terdapat 

beberapa makna mengenai kata tidak mampu ini, pertama menurut Mahkamah 

Agung dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Agama dalam pasal 

                                                             
6 Mahkamah Agung, Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.  
7  Mahkamah Agung, Perma No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. 
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22 menyatakan bahwa tidak mampu dalam hal ini ialah tidak mampu secara 

ekonomi dengan dibuktikan dengan oleh surat keterangan tidak mampu dari 

wilayah setempat, kartu tunjangan sosial lain (KKM, Jamkesmas, Raskin, BLT, 

KPS) atau dokumen lainnya yang berkaitan dengan daftar penduduk miskin dalam 

basis data terpadu pemerintah atau instansi lain yang berwenang untuk memberikan 

ketengan tidak mampu.  

Kemudian berdasarkan observasi awal yang penilti lakukan di Posbakum 

Pengadilan Agama Karawang yang berada di lingkungan Pengadilan Agama 

Kabupaten Karawang, ada beberapa permasalahan yang peneliti temukan antara 

lain yaitu:  

1. Menurut petugas Posbakum, para penerima bantun hukum (dalam hal ini 

disebut sebagai klien) masih sulit untuk diarahkan oleh petugas Posbakum 

ketika proses pemberian layanan bantuan hukum dilaksanakan. Di lain sisi, ada 

beberapa pihak klien berpendapat bahwa pelayanan Posbakum tersebut masih 

terdapat kekurangan, seperti pelayanan yang lama, dan prosedur yang sulit. 

2. Kriteria penerima layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama 

Karawang yang harusnya diperuntukkan kepada orang atau masyarakat tidak 

mampu dalam ekonomi, namun masyarakat mampu juga menggunakan 

layanan bantuan hukum di Posbakum tersebut dengan tujuan untuk 

mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Padahal terdapat layanan bantuan 

hukum di luar lingkungan Pengadilan Agama Karawang yang berbayar, karena 

diperuntukkan kepada orang yang mampu secara ekonomi. 
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Maka berdasarkan gambaran dan data-data di atas, dapat dilihat bahwa 

terdapat permasalahan yang perlu diperhatikan proses pemberian layanan bantuan 

hukum yang diberikan oleh Posbakum Pengadilan Agama Karawang di lingkungan 

Pengadilan Agama Karawang. Pertanyaan peneliti disini adalah pelaksanaan 

bantuan hukum yang telah diberikan oleh Posbakum tersebut, dan kriteria yang 

boleh mendapatkan layanan bantuan hukum dari Posbakum tersebut menurut 

PERMA No. 1 Tahun 2014 

Maka berangkat dari hal tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti dan 

membahas masalah ini sebagai pembahasan yang lebih lanjut. Berasarkan latar 

belakang masalash diatas, peneliti menjadikan sebuah penelitian yang berjudul 

“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu Dalam Perkara Cerai Gugat” (Studi Kasus di Posbakum Pengadilan 

Agama Karawang). 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat mengetahui implementasi Perma 

No. 1 Tahun 2014 terhadap pelaksanaan layanan bantuan hukum dan bagaimana 

kriteria penerima layanan bantuan hukum di Posbakum Pengadilan Agama 

Karawang  di lingkungan Pengadilan Agama Karawang. 

B. Batasan Masalah 

Dengan adanya masalah dalam penelitian di atas, maka peneliti membatasi 

permasalahan pada pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 Pasal 22 mengenai 
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Penerimaan Layanan di Posbakum di Pengadilan Agama Karawang, pada perkara 

pernikahan, cerai gugat. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka penulis dapat 

merumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana implementasi Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman 

Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Posbakum Pengadilan Agama Karawang? 

2. Bagaimana implementasi perkara cerai gugat di Posbakum Pengadilan Agama 

Karawang? 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian sebagaimana yang telah dibahas 

diatas maka penelitian ini bertujuan untuk: 

a. Mengetahui implementasi Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2014 

tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu 

di Pengadilan pada Posbakum Pengadilan Agama Karawang di Pengadilan 

Agama Karawang. 

b. Mengetahui implementasi perkara cerai gugat di Posbakum Pengadilan Agama 

Karawang. . 
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2. Manfaat Penelitian 

Dari penelitian yang dilakukan maka penulis mengharapkan dapat 

dimanfaatkan oleh pihak yang memerlukan antara lain: 

a. Dapat memeberikan sumbangan terhadap ilmu pengetahuan bidang hukum 

pada umumnya dan bidang pemberian bantuan hukum pada khususnya.  

b. Dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang 

Ilmu Hukum atau Hukum Islam sebagai bekal untuk terjun ke dalam 

masyarakat nantinya dan dapat membrikan suatu data atau informasi bagi 

penelitian berikutnya sekaligus menambah khazanah keilmuan. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

A. Mahkamah Agung 

Mahkamah Agung adalah pengadilan negara tertinggi dari semua 

lingkungan peradilan yang berada di bawahnya. Oleh karena itu, Mahkamah 

Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap badan peradilan dalam 

lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan 

militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara. 

Didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 

Tentang Mahkamah Agung, disebutkan di BAB 1 Pasal 1 “Mahkamah Agung 

Adalah Lembaga Tinggi Negara sebagaimana dimaksudkan dalam ketetapan 

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor III/MPR/1978”. 

Dan didalam Pasal 2 “Mahkamah Agung adalah Pengadilan Negara Tertinggi di 

semua Lingkugan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari 

pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain”.8 

B. Masyarakat Tidak Mampu 

Masyarakat tidak mampu atau masyarakat miskin adalah keadaan dimana ada 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap

                                                             
8 Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung 
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pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan dipahami dalam berbagai cara, atau 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masyarakat kurang mampu atau 

masyarakat miskin adalah masyarakat dalam keadaan dimana terjadi 

ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, 

tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh 

kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap 

pendidikan dan pekerjaan. 

Menurut Kementerian Sosial (Kemensos), orang/masyarakat tidak mampu 

adalah orang/masyarakat yang mempunya sumber mata pencaharian, gaji atau 

upah, yang mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu 

membayar iuran bagi dirinya dan keluarganya.9 

Menurut Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas 2004), 

mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau sekelompok 

orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk 

mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.10 

Kemiskinan didasarkan pada suatu standar tertentu yaitu dengan 

membandingkan tingkat pendapatan orang atau keluarga dengan tingkat 

pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum. 

Berdasarkan kriteria ini, maka dikenal kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif, 

                                                             
9 Keputusa Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 Tentang Penetapan 

Kriteria dan Pendapatan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.  
10 Satu Data, “Analisis Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah”, 28 Maret 

2022, https://pusaka.magelangkab.go.id/blog/detail/26 
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kemiskinan absolut adalah mereka yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok 

minim, sedangkang komunitas yang termasuk dalam kemiskinan relatif adalah 

mereka yang memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum 

tetapi secara relatif mereka masih di bawah rata-rata pendapatan masyarakat di 

sekitarnya.11 

C. Gambaran Umum Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 

Pemberian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu di Pengadilan 

meliputi Layanan Pembebasan Biaya Perkara, Sidang di Luar Pengadilan, dan 

Posbakum, dan Posbakum Pengadilan di lingkungan Peradilan Umum, 

Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Layanan Pembebasan Biaya Perkara berlaku pada tingkat pertama, 

tingkat banding, tingkat kasasi dan peninjauan kembali, sementara Sidang 

diluar Gedung Pengadilan dan Posbakum Pengadilan hanya berlaku pada 

tingkat pertama. 

D. Pos Bantuan Hukum (Posbakum) 

1. Pengertian Pos Bantuan Hukum 

Pos bantuan hukum atau disingkat posbakum ialah salah satu dari tiga 

jemis bantuan hukum yang diatur oleh Surat Edaran Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman Pemberian 

Bantuan Hukum dan Peratuan Mahkamah Agung Republik Indonesia 1 tahun 

                                                             
11 Kementrian PPN/Bappenas, “Analisis Wilayah Dengan Kemisknan Tinggi”, (Jakarta: 

Kedeputian Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, 2018), h. 7. 
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2014. Dalam hal ini seperti yang dikatan di atas bahwa terdapat tiga jenis 

bantuan hukum yang difasilitasi oleh pemerintah, pertama pembebasan biaya 

perkara secara cuma-cuma (prodeo) diperuntukan bagi masyarakat tidak 

mampu, kedua sidang keliling yang diperuntukan bagi masyarakat miskin 

yang tinggal didaerah terpencil, ketiga adalah posbakum yang diperuntukan 

bagi masyarakat miskin (terutama prempuan, anak, dan penyandang 

disabilitas) yang tidak mampu membayar jasa advokat.  

Bantuan hukum merupakan upaya untuk membantu orang yang tidak 

mampu dalam bidang hukum. Dalam pengertian sempit, bantuan hukum 

adalah jasa hukum yang diberikan secara cuma-cuma kepada klien tidak 

mampu.12  

Dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa, bantuan hukum 

adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-

cuma kepada penerima bantuan hukum.13 

Posbakum merupakan pusat layanan bantuan hukum berupa 

pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan surat 

gugatan/permohonan di Pengadilan Agama, lahir sejak undang-undang No. 

50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 7 tahun 1989 

                                                             
12 Siti Aminah, Bantuan Hukum di Indonesia, dalam Agustinus Edi Kristianto (ed.) 2009, 

Panduan Bantuan Hukum di Indonesia, (Jakarta, YLBHI: 2009), h. 33.  
13 Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.  
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tentang Peradilan Agama. Pada pasal 60 C undang-undang tersebut 

disebutkan bahwa:14  

(1) Pada setiap Pengadilan Agama dibentuk posbakum untuk pencari keadilan 

yang tidak mampu dalam memperoleh bantuan hukum.  

(2) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara 

cuma-cuma kepada semua tingkat peradilan sampai putusan terhadap 

perkara tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap; 

(3) Bantuan hukum dan pos bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2) dilaksanaka sesuai dengan perundang-undangan. 

Tentang bantuan hukum, tidak terlepas dari fenomena hukum itu 

sendiri, keberadaan program bantuan hukum adalah salah satucara untuk 

meratakan akses menuju pemerataan keadilan yang penting artiya bagi 

pembanguna hukum, khususnya pembangunan hukum di Indonesia.15 

Bantuan hukum adalah hak yang diberikan kepada masyarakat tidak 

mempu secara ekonomi untuk menerima bantuan dengan cuma-cuma 

(Probono Publico) sebagai upaya penyebaran persamaan hal dihadapan 

hukum (Equlity Before the Law). Hal ini tentu saja sejalan dengan Undang-

undang dasar 1945 Pasal 34 didalamnya ditegaskan bahwa fakir miskin 

menjadi tanggung jawab Negara. Terlebih lagi konsep tentang prinsip 

persamaan dihadapan hukum (Equality Before the Law) dan hak untuk bisa 

                                                             
14 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidik dan 

Penuntut, cet. Ke-5, (Jakarta: Penerbit Sinar Grafik, 2003), h. 344.  
15 Bambang Suggono. Aries Harianto, Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

(Bandung: Mandar Maju, 2009), h. 20.  
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dibela oleh advokat (accsess legal counsel) dan hak asasi setiap manusia 

yang perlu dijamin dalam rangka tercapainya pengentasan masyarakat 

Indonesia dari kemiskinan, khususnya dalam bidang hukum.16 

Bantuan hukum (legal aid) berasal dari kata “bantuan” yang berarti 

pertolongan kepada orang yang lemah dengan tanpa megharapkan imbalan 

dan kata “hukum” yang mengandung pengertian keseluruhan kaidah 

(norma) nilai mengenai suatu segi kehidupan masyarakat dengan maksud 

untuk menciptakan kedamaian. 

Lasdin Wlas mengatakan bahwa bantuan hukum merupakan jasa 

memberi bantuan hukum dengan bertindak baik sebagai pembela dari 

seorang yang tersangkut dalam perkara pidana maupun sebagai kuasa dalam 

perkara perdata atau tata usaha Negara di muka pengadilan dan atau 

memberi nasehat hukum di luar pengadilan.17 

Frans Hendra Winarta menyatakan bahwa, “bantuan hukum 

merupakan jasa hukum yang khusus diberikan kepada fakir miskin yang 

memerlukan pembelaan secara cuma-cuma, baik di luar maupun di dalam 

pengadilan, secara pidana, perdata dan tata usaha Negara, baik dari 

seseorang yang mengerti seluk beluk pembelaan hukum, asas-asas dan 

kaidah hukum, serta hak asasi manusia”.18 

                                                             
16 Frans Hendra Winarta, Probono Publico, (Jakarta: Gramedia Purtaka Indonesia, 2009), 

h. VII.  
17 Lasdin Wlas, Cakrawala Advokat Indonesia, (Yogyakarta: Liberty, 1989), h. 119.  
18 Frans Hendra Winarta, Bantuan Hukum Suatu Hak Asasi Manusia Bukan Belas Kasihan, 

(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2000), h. 23.  
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Lebih lanjut menjelaskan bahwa dalam bantuan hukum terdapat 

beberapa unsur, yakni:19 

a) Penerima bantuan hukum adalah fakir miskin atau orang yang tidak mampu 

secara ekonomi; 

b) Bantuan hukum diberikan baik di dalam ataupun di luar proses persidangan; 

c) Bantuan hukum diberikan baik dalam lingkup peradilan pidana, perdata, 

maupun tata usaha negara; 

d) Bantuan hukum diberikan secara cuma-cuma. 

Menurut Adnan Buyung Nasution, pengertian bantuan hukum 

adalah khusus bantuan hukum bagi golongan masyarakat yang 

berpenghasilan rendah atau dalam bahasa popular miskan. Ukuran 

kemiskinan sampai saat ini masih tetap merupakan masalah yang sulit 

dipecahkan, bukan saja bagi negara-negra berkembang bahkan negara-

negara yang sudah maju masih tetap menjadi masalah.20 

Menurut kentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 

2011 menyatakan bahwa: 

“Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi 

bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima Bantuan Hukum”. 

Berbagai regulasi telah menuangkan kewajiban negara untuk 

memberikan bantuan hukum bagi masyarakat, antara lain pasal 237 HIR 

                                                             
19 Ibid, h. 23  
20 Adnan Buyung Nasution, Bantuan Hukum di Indonesia, Bantuan Hukum dan Politi 

Pembangunan, cet. Ke-1 (Jakarta: LP3ES, 1982), h. 1.  
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yang mengatur tentang perkara prodeo, Undang-undang Nomor 8 tahun 

1981 tentang Hukum Acara Pidaha (KUHP) pasal 54-60 juga diatur dalam 

BAB VII tentang Bantuan Hukum Pasal ^9-74, BAB IV Pasal 22 Undang-

undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Advokat, Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 2008 tetang persyaratan dan Tata Cara Pemberian Bantuan 

Hukum.21 

Selain itu, kewajiban memberikan bantuan hukum juga diatur dalam 

BAB VII Pasal 37-40 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang 

Kekuasaan Kehakiman yang kemudian diganti dengan Undang-undang 

Nomir 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memuat ketentuan 

bantuan hukum dalam BAB XI Pasal 56-57. Undang-undang Nomor 2 

Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum juga mengatur tentang bantuan 

hukum sebagaimana tersebut dalam Pasal 68 B dan 6 C, demikian pula 

dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juga 

disebutkan tentang pelayanan bantuan hukum oleh negara termaktub dalam 

Pasal 60 B dan 60 C serta Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara yaitu pada pasal 144 C dan 144 D.22 Kemudian 

lebih khusus diatur oleh PERMA Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman 

                                                             
21 Thalis Noor Cahyadi, Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pengadilan 

Agama Sleman Tahun 2011-2012), Jurnal Rechts Vinding, Volume 2 Nomor 1, April 2013, h 18.  
22 Thalis Noor Cahyadi, Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pengadilan 

Agama Sleman Tahun 2011-2012), Jurnal Rechts Vinding, Volume 2 Nomor 1, April 2013, h. 18  
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Pemberian Layanan Batuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di 

Pengadilan. 

Berbagai resolusi tersebut, pada praktiknya belum bisa berjalan 

dengan baik. Bantuan hukum yang diberikan oleh negara melalui 

pengadilan lebih banyak menyangkut perkara-perkara pidana prodeo di 

mana terdakwa yang dikenai ancaman pidana 5 (lima) tahun penjara atau 

lebih namun tidak mampu meyewa penasehat hukum maka pengadilan 

menunjuk penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum secara cuma-

cuma, sebagamana amanah pasal 56 KUHAP. Sementara untuk perkara-

perkara di luar pidana sangatlah terbatas. Padahal persoalan-persoalan 

tindak pidana, melainkan juga permasalahan keperdataan yang justru 

menghimpit masyarakat miskin.23 

Implementasi ketentuan bantuan hukum ini bukanlaah perkara 

mudah, karena hal ini terkait dengan pendanaan, terlebih terkait dengan 

perkara-perkara perdata yang mengandung aspek-aspek finansial yang tidak 

sedikit. Karena pada prinsipnya proses beracara perdata membutuhkan 

penyitaan (beslag) dan ekseskusi putusan terhadap suatu objek sengketa 

yang tidak bisa diselesaikan secara sukarela, tentu begitu banyak biaya yang 

harus dikeluarkan.24    

                                                             
23 Thalis Noor Cahyadi, Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pengadilan 

Agama Sleman Tahun 2011-2012), Jurnal Rechts Vinding, Volume 2 Nomor 1, April 2013, h 18.  
24 Thalis Noor Cahyadi, Efektifitas Pos Bantuan Hukum di Pengadilan (Studi Pengadilan 

Agama Sleman Tahun 2011-2012), Jurnal Rechts Vinding, Volume 2 Nomor 1, April 2013, h 19.  
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Kesimpulannya posbakum adalah satu dari “justice for all” 

bertujuan untuk memberikan layanan berupa pemberian nasihat hukum, 

konseling dan pembuatan gugatan bagi mereka yang tidak mengenal 

masalah hukum dan tidak mampu membayar pengacara untuk 

menyelesaikan persoalan hukum keluarga mereka di Pengadilan Agama. 

2. Tugas Pos Bantuan Hukum Pengadilan 

Posbakum Pengadilan adalah layanan yang dibentuk oleh dan ada pada 

setiap Pengadilan tingkat pertama untuk memberikan layanan hukum berupa 

informasi, konsultasi, dan advis hukum, serta pembuatan dokumen hukum 

yang dibutuhkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur 

tentang Kekuasaan Kehakiman, Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan 

Peradilan Tata Usaha Negara.25 

Posbakum adalah ruang yang disediakan oleh Pengadilan bagi Advokat 

Piket dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada Pemohon bantuan 

hukum untuk pengisian formulir permohonan bantuan hukum, bantuan 

pembuatan dokumen hukum, advis atau konsultasi hukum, memberikan 

rujukan lebih lanjut tentang pembebasan biaya perkara dan memberikan 

rujukan lebih lanjut tentang bantuan jasa Advokat. 

Tugas Posbakum antara lain:26 

                                                             
25 Pasal 1 ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan 

Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan  
26 https://www.pn-bandung.go.id/hal-pos-bantuan-hukum.html diakses pada Kamis, 09 

Juni 2022 pukul 10.50. WIB.  
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a. Bantuan pengisia formulir permohonan bantuan hukum; 

b. Bantuan pembuatan dokumen hukum; 

c. Advis, konsultasi hukum dan bantuan hukum lainnya baik dalam perakara 

pidana maupun perkara perdata; 

d. Rujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk Pembebasan Pembayaran 

Biaya Perkara sesuai syarat yang berlaku; 

e. Rujukan kepada Ketua Pengadilan negeri untuk medapat Bantuan Jasa 

Advokat sesuai syarat yang berlaku. 

Jenis perkara pada pelayanan bantuan hukum di Posbakum di 

pengadilan agama adalah sebagai berikut:27 

a. Permohonan istbat nikah/pengesahan nikah; 

b. Pengajuan permohonan cerai talak/gugat cerai; 

c. Pengajuan dispensasi kawin; 

d. Izin poligami; 

e. Perkara ekonomi syariah; 

f. Ghaib; 

g. Pengajuan permohonan wali adhol; 

h. Pengajuan permohonan penetapan ahli waris. 

3. Fungsi Pos Bantuan Hukum Pengadilan 

Arti dari tujuan program bantuan hukum berbeda-beda dan berubah-

ubah, bukan saja dari suatu Negara  kenegara lainnyya, melainkan dari satu 

                                                             
27 Nyimas Lidya Putri Pertiwi dan Firmansyah, Peran Posbakum di Pengadilan Agama 

Metro Masa New Normal, Jurnal As-Salam 1, volume 1 nomor 1, Edisi Januari-Juni 2021, h. 36.  
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zaman ke zaman lainnya, suatu penelitian yang mendalam tentang sejarah 

pertumbuhan program bantuan hukum telah dilakukan oleh Mauro Cappelati, 

dari penelitian tersebut terprogram bantuan hukum kepada masyarakat miskin 

telah dimulai sejak zaman Romawi. Dari penelitian tersebut, menyatakan 

bahwa setiap zaman arti dan tujuan pemberian bantuan hukum kepada 

masyarakat yang tidak mampu erat hubungannya dengan nilai-nilai moral, 

pandangan politika dan falsafah hukum yang berlaku. 

Berdasarkan peneliatian tersebut, dapat diketahui bahwa banyak faktor 

yang turut berperan dalam penelitian menentukan apa yang sebenarnya 

menjadi tujuan dari suatu program bantuan hukum itu sehingga untuk 

mengetahui secara jelas apa sebenarnya yang menjadi tujuan daripada suatu 

program bantuan hukum perlu diketahui bagaimana cita-cita moral yang 

menguasai suatu masyarakat, bagaimana kemauan politik yang dianut, serta 

falsafah hukum yang melandasinya.28 

Cappelleti mengatakan bahwa, arti dan tujuan dari program bantuan 

hukum di Negara-negara berkembang sulit ditentukan dengan jelas. Meski 

demikian, sesuai pendapat Berry Metzger, program bantuan hukum di Negara 

berkemban pada umumnya mengambil arti dan tujuan yang sama seperti dari 

Barat yang pada dasarnya terdiri dari dua tujuan, antar lain:29 

                                                             
28 Adnan Buyung Nasution Bantuan Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1981), cet 3. 

h. 3.  
29 Adnan Buyung Nasution Bantuan Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1981), cet 3. 

h. 5. 
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a. Bahwa bantuan hukum yang efektif merupakan syarat yang esensial untuk 

berjalannya fungsi maupun integritas Pengadilan dengan baik; 

b. Bahwa bantuan hukum merupakan tuntutan dari rasa perikemanusiaan.  

Berry Metzger menambahkan beberapa tujuan lain dari program bantuan 

hukum di negara berkembang, antara lain:30 

a. Untuk membangun suatu kesatuan system hukum nasional; 

b. Untuk melaksanakan yang lebih efektf dari pada peraturan-peraturan 

kesejahteraan sosial untuk keuntungan si miskin; 

c. Untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab yang lebih besar dari pejabat-

pejabat pemerintah atau birokras kepada masyarakat; 

d. Untuk menumbuhkan rasa partisipasi masyarakat yang lebih luas ke dalam 

proses pemerintahan; 

e. Untuk memperkuat profesi hukum. 

Tujuan bantuan hukum di Indonesia ialah sebagaimana tercantum 

dalam anggaran Lembaga Bantuan Hukum (LBH) karena Lemabaga Bantuan 

Hukum (LBH) mempunyai tujuan dan ruang lingkup kegiatan yang lebih luas 

dan lebih jelas arahannya sebagai berikut:31 

a. Memberiakn pelayanan hukum kepada masyarakat yang membutuhkannya. 

                                                             
30 Adnan Buyung Nasution Bantuan Hukum di Indonesia (Jakarta: LP3ES, 1981), cet 3. 

h. 5. 
31 Irsan Nasution, Hukum Acara Pidana, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung: LP2M, 

2016), h. 168  
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b. Membidik masyarakat dengan tujuan membutuhkan dan membina 

kesadaran akan hak-hak sebagai subjek hukum. 

c. Mengadakan pembaharuan hukum dan perbaikan pelaksanaan hukum 

disegala bidang. 

Melihat tujuan suatu bantuan hukum sebagaimana yang terdapat dalam 

Anggaran Dasar Lembaga Bantan Hukum (LBH) tersebut diketahui bahwa 

tujuan danntuan hukum tidak lagi didasarkan semata-mata pada perasaan amal 

dan perikemanusiaan untuk memberikan pelayanan hukum. Sebaliknya 

pengertian lebih lebih luas, yaitu meningkatkan kesadaran hukum daripada 

masyarakat sehingga mereka akan menyadari hak-hak mereka sebagai manusia 

dan warga negara.  

Bantuan hukum juga berarti berusaha melaksanakan perbaikan-

perbaikan hukum agar hukum dapat memenuhi kebutuhan rakyat dan 

mengikuti perubahan keadaan meskipun motivasi atau rasional daripada 

pemberian bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu berbeda-beda dari 

zaman ke zaman, namun ada satu hal yang kiranya tidak berubah sehingga 

merupakan sutu tujuan yang sama, yaitu dasar kemanusiaan (humanity).32 

                                                             
32 Kodri Ubaidillah, Analisis Perbandingan Pelaksanaan Bantuan Hukum dalam Perkara 

Pidana di Provinsi Lampung, (Lampung: Universitas Bandar Lampung, 2016), h 49.  
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Tujuan program bantuan hukum ini terdapat di pasal 3 Undang-Undang 

Nomor 16 Tahun 2011 tentang Banatuan Hukum dan tujuan program bantuan 

hukum ini juga berkaitan dengan 2 (dua) aspek:33 

a. Aspek Kemanusiaan 

Tujuan dari program hukum ini adalah untuk meringankan beban 

(biaya) hukum yang harus ditanggung oleh masyarakat tidak mempu di 

depan pengadilan, dengan demikian, ketika masyarakat tidak mampu 

berhadapan dengan proses hukum di pengadilan, mereka tetap memperoleh 

kesempatan untuk memperoleh pembelaan dan perlindungan hukum. 

b. Aspek Peningkatan Kesadaran Hukum 

Tujuan aspek peningkatan kedaran hukum, diharapkan bahwa 

program bantuan hukum ini akan memacu tingkatan keasadaran hukum 

masyarakat ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, apresiasi 

masyarakat terdapat hukum akan tampil melalui sikap dan perbuatan yang 

mencerminkan hak dan kewajiban secara hukum. 

Selain itu dalam Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak 

Mampu di Pengadilan Menyebutkan tujuaan layanan bantuan hukum bagi 

masyarakat tidak mampu di Pengadian adalah untuk:34 

                                                             
33 Irsan Nasution, Hukum Acara Pidana, (UIN Sunan Gunung Djati Bandung : LP2M, 

2016), h. 169.   
34 PERMA No. 1 Tahun 2014  
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a. Meringankan beban biaya yang harus ditanggung oleh masyarakkat 

yang tidak mampu secara ekonomis di Pengadilan; 

b. Meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat yang sulit atau 

tidak mampu menjangkau gedung pengadilan akibat keterbatasan 

biaya, fisik atau geografis; 

c. Memberikan kesempatan kepada masyarakat yang tidak mampu 

mengakses konsultasi hukum untuk memperoleh informasi, konsultasi, 

advis dan pembuatan dokumen dalam menjalani proses hukum di 

Pengadilan; 

d. Meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang hukum 

melalui penghargaan, pemenuhan dan perlindungan terhadap hak dan 

kewajibannya; dan 

e. Memberikan pelayanan prima kepada masyarakat pencari keadilan.  

 

  Fungsi bantuan hukum adalah sebagai berikut:35 

a. Publik Service 

Sehubungan dengan kondisi sosial ekonomi karena sebagian besar 

dari masyarakat kita tergolong tidak mampu dan kurang mampu untuk 

menggunakan dan membayar jasa advokat, maka lembaga bantuan hukum 

memberikan jasa secara cuma-cuma. 

                                                             
35 Sidki Zauhar Padila, Peran dan Fungsi Biro Konsultasi Dan Layanan Hukum Keluarga 

Terhadap Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Agama Sumedang Skripsi, (Bandung: UIN Sunan 

Gunung Djati Bandung, 2015), h. 29  
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b. Social Education 

Sehubungan dengan kondisi sosial kultural, dimana lembaga dengan 

suatu perencanaan yang matang dan sistematis serta metode kerja yang 

praktis harus memberikan penerangan dan petunjuk untuk mendidik 

masyarakat agar lebih sadar dan mengerti hak-hak dan kewajiban menurut 

hukum. 

c. Perbaikan Politik Hukum 

Sehubungan dengan sosial politik dimana peran lembaga tidak 

hanya pada perbaikan di bidang peradilan pada umumnya para profesi 

pembelaan pada khususnya, tetapi dapat juga melakukan pekerjaan-

pekerjaan ombudsman selaku partisipasi masyarakat dalam bentuk control 

dengan kritik dan saran. Sarannya untuk memperbaiki kepincangan atau 

mengoreksi tindakan penguasa yang merugikan masyarakat. 

d. Pembaharuan Hukum 

Berdasarkan pengalaman para praktisi dalam melaksanakan fungsi 

lembaganya, mereka banyak menemukan peraturan hukum yang sudah 

asing dan tidak memenuhi kebutuhan baru, terkadang bertentangan bahkan 

menghambat keadaan. Lembaga dapat mempelopori perubahan undang-

undang. 

e. Pembukaan Lapangan Pekerjaan  

Lembaga bantuan hukum, jika saja dapat didirikan di seluruh 

Indonesia misalnya disetiap kota kabupaten mendapat sati kantor lembaga 
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bantuan hukum, banyak sekali tenaga sarjana hukum yang dapat ditampung 

dan di manfaatkan. 

f. Practical Training  

Fungsi terakhir yang tidak kalah penting bahkan diperlukan oleh 

lembaga dalam mendekatkan dirinya dan menjaga baik hubungan 

kerjasamanya antara lembaga dan Perguruan Tinggi Hukm, Fakultas 

Syariah dan Hukum. Kerjasama ini dapat memberikan keuntungan kepada 

kedua belah pihak. Bagi perguruan tinggi huku, fakultas syariah dan hukum 

dapat dijadikan sebagai lahan praktik bagi mahasiswa dalam rangka 

mempersiapkan dirinya sebagai sarjana hukum yang dimana para 

mahasiswa dapat menguji teori-teori yang dipelajari dalam kenyataan.36 

4. Bantuan Hukum dalam Islam 

Praktik bantuan hukum dan kepengacaraan dalam sejarah hukum Islam 

tidak dapat di lepaskan dari prosedur penyelenggaraan pemerintah Islam. 

Seperti banyak dijelaskan kalangan sejarawan muslim, periodesasi 

pembangunan hukum Islam di masa awal Islam Rasulullah SAW. memegang 

peran sentral sebagai pemimpin agama, pemimpin politik dan juga pemegang 

otoritas hukum tertinggi. Namun, dalam perkembangannya ketika masuk ke 

khalifahan Islam terjadi pemisahan kekuasaan antara kekusaan legislatif 

(majelis al syura), kekuasaan eksekutif (khalifah) dan kekuasaan yudikatif 

(mahkamah al-qadhaiyah). Atas dasar itu bantuan hukum dalam proses 

penegakan hukum Islam di masa Rasul dan kekhalifahan Islam tidak dapat 

                                                             
36 Ibid, h. 29 
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dilepaskan dari kekuasaan kehakiman (risalah alqadhariyah) dalam praktik 

hukum ketatanegaraan Islam itu sendiri. 

Istilah bantuan hukum dalam Islam sesuangguhnya tidak sederhana 

seperti dipahami dalam konteks hukum barat yakni jasa hukum cuma cuma 

(prodeo) atau sebaliknya menjadi pekerjaan profesional, akan tetapi ia 

memiliki pemaknaan yang lebih luas yakni menjadi seseorang yang berfungsi 

pemutus hukum dan perantara perdamaian dikalangan dua pihak yang 

berselisih serta memiliki tugas penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena 

itu, kedudukan advokat atau pengacara dalam hukum islam tidak hanya terikat 

dengan syarat-syarat tertentu memenuhi kriteria penegak hukum, tetapi juga 

memiliki fungsi mulia di mata hukum. 

Pengertian bantuan hukum dan pengacara/advokat secara etimologis 

dalam sejarah hukum Islam dapat dilihat pada dua aspek. Pertama, bantuan 

hukum merupakan suatu jasa hukum atau profesi hukum yang ditujukan untuk 

menegakan hukum dan/atau membantu klien mendapatkan keadilan di depan 

hukum. Kedua, istilah mahamy atau bantuan hukum, hakam atau mediator, 

mufti atau pemberi fatwa (ulama), dan mushalaih alaih atau perantara pemutus 

pertengkaran hampir setara makna dan kedudukan dengan profesi advokat dan 

pengacara dalam memberikan jasa konsultasi hukum, menjalankan kuasa, 

mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain bagi 

klien untuk menyelesaikan perselisihan, mendamaikan sengketa atau 

memberikan nasehat atau advice kepada para pihak agar masing-masing 
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melaksanakan kewajiban dan mengembalikan haknya kepada pihak lain secara 

sah (legal) dan sukarela (islah). 

5. Dasar Hukum Pos Bantuan Hukum 

Dasar hukum pedoman penyelenggaraan dan penggunaan anggaran 

bantuan hukum di lingkungan Peradilan Agama adalah:37 

1.  Undang- Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah terakhir dengan 

perubahan ke – empat Undang- Undang 1945 

2. Undang- Undang No. 39 Tahun  1999 tentang Hak Asasi Manusia 

3. Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

4. Undang- Undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat 

5. Undang- Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga. 

6. Undang- Undang No. 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua UU No. 14 

Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. 

7. Undang- Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 

8. Undang- Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedya UU No. 7 

Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. 

9. Undang- Undang No. 16 Tahun 2011 tentang  Bantuan Hukum 

10. Qanun Provinsi Nangroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang 

Peradilan Syariat Islam 

11. HIR (Herziene Indonesisch Reglement) Staatsblad 1941 Nomor 44 

                                                             
37  Sema no. 10 tahun 2010 BAB II 
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12. Rbg (Reglement Buiten Govesten) Staasblad 1927-227 

13. Undang-undang No. 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan 

Madura. 

14. Peraturan Mahkamah Agung RI No. 02 Tahun 2009 Tentang Biaya Proses 

Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan 

Badan Peradilan yang Berada dibawahnya.38 

15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 83 Tahun 2008 tentang 

Penyataan dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma. 

16. Peedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Buku II, Edisi 

Revisi 2009, Mahkamah Agung RI, 2009 

17. Surat Mahkamah Agung RI No. 10 Tahun 2010, Tentang Bantuan Hukum 

dilingkungan Peradilan Tingkat Pertama.39 

E. Cerai Gugat 

1. Pengertian Cerai Gugat 

perempuan mempunyai hak untuk mempunyai keinginannya, baik 

bersifat individu, keluarga maupun masyarakat. Salah satu hak yang dimiliki 

perempuan adalah hak untuk mengajukan perceraian kepada Pengadilan 

Agama, jika memang kondisi rumah tangganya sudah tidak bisa dipertahankan 

lagi.40 

                                                             
38 PERMA No 2 Tahun 2009 
39 SEMA No.10 Tahun 2010 
40 Ulin Na’mah, Cerai Talak: Maknanya Bagi Para Pelaku Matrilocal Residence di 

Lingkungan Masyarakat Muslim (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 48.  
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Dalam Islam (fiqh) dikenal dua macam perceraian, yaitu talak dan 

khulu’. Persoalan talak dijelaskan dalam al-Qur’an. Dalam peraturan 

perkawinan yang ada di Indonesia dikenal dua istilah yaitu cerai talak dan cerai 

gugat. Cerai talak adalah perceraian yang diajukan oleh Suami, sedangkan 

cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh pihak istri. Keduanya 

harus diajukan di Pengadilan Agama (bagi yang beragama Islam), dan masuk 

dalam perkara gugatan yang disebut dengan istilah pemohon dan termohon 

untuk kasus cerai talak dan penggugat dan tergugat untuk kasus cerai gugat. 

Cerai gugat merupakan bentuk perceraian yang diajukkan oleh istri 

kepada suami, dalam kompilasi hukum Islam (KHI), cerai gugat diatur dengan 

prosedur khusus yang dilaksanakan melalui Pengadilan Agama.41 

2. Faktor Penyebab Cerai Gugat 

a. Faktor Ekonomi 

Berawal dari ketidaksanggupan suami untuk menafkahi keluarganya 

atau isteri yang merasa kurang dengan pemberian suami. Isteri yang bisa 

menggantikan suaminya dengan mencari pekerjaan, dengan alasan untuk 

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, pada akhirnya akan lalai terhadap 

kewajibannya sebagai ibu sekaligus istri dalam rumah tangga. Bahkan setelah 

bekerja bisa jadi istri merasa mandiri dan mampu menafkahi keluarga, 

sehingga disadari ataupun tidak disadari perubahan pola ini bisa menjadi 

masalah dalam keluarga. Akibat kelalaian salah satu pihak terhadap 

                                                             
41 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 132-148. 
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kewajibannya ini, dapat menjadikan perselisihan di antara keduanya. Istri 

menjadi tidak puas terhadap suami dan sekaligus merasa mandiri sehingga 

pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri pernikahannya.42 

b. Faktor Suami yang Tidak Bertanggung Jawab 

Faktor suami yang tidak bertanggung jawab Faktor ini masih berkaitan 

dengan faktor ekonomi. Suami tidak bertanggung jawab jika suami sama sekali 

tidak memberi nafkah kepada keluarga dan tidak memperhatikan kondisi istri 

maupun anaknya bahkan sampai meninggalkan keluarganya tanpa kabar.43 

c. Faktor Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Kekerasan dalam rumah tangga dalam keluarga didahului dengan 

sering adanya perselisihan dan percekcokan di antara suami dan istri yang 

disebabkan oleh beberapa hal seperti masalah nafkah, hasil kerja suami lebih 

sedikit dibanding hasil kerja istri, pelitnya suami sebagai penanggung nafkah 

keluarga, hilangnya rasa percaya di antara keduanya, suami atau istri yang tidak 

puas terhadap pasangannya, dan lain-lain.44 

d. Faktor perselingkuhan dan Poligami 

Selingkuh merupakan suatu istilah yang terkait dengan perbuatan atau 

aktivitas yang tidak jujur dan menyeleweng yang dilakukan seseorang terhadap 

                                                             
42  Mazroatus Saadah, PEREMPUAN DAN PERCERAIAN Kajian Tentang Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Bekasi, Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018, h. 122 
43  Mazroatus Saadah, PEREMPUAN DAN PERCERAIAN Kajian Tentang Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Bekasi, Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018, h. 125 
44  Mazroatus Saadah, PEREMPUAN DAN PERCERAIAN Kajian Tentang Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Bekasi, Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018, h. 126 
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pasangannya. Istilah ini digunakansebagai sesuatu yang melanggar kesepakaan 

atas kesetiaan hubungan seseorang. Penyebab perceraian karena alasan 

perselingkuhan memang tidak disebutkan dalam Undang-Undang. Undang-

undang hanya menyebutkan karena alasan melakukan zina pasal 39 ayat (2) 

UU No.1 Tahun 1974, pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 dan 51 

KHI. Namun, alasan ini sangat sulit untuk dibuktikan dan sangat berat 

hukumannya bagi orang yang menuduh orang lain berbuat zina.45 

Perselingkuhan merupakan akibat dari kurangnya kebutuhan batin dan 

sangat menyakitkan bagi pasangan yang dikhianati. Selingkuh bisa dilakukan 

oleh suami ataupun istri, apabila keduanya sama-sama tidak mendapatkan 

kebutuhan batin yang sepenuhnya. Akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh 

suami bisa menyebabkan suami berpoligami. Poligami yang dilakakuan oleh 

suami bisa menyebabkan istri menuntut cerai. 

F. Penelitian Terdahulu 

Dalam lingkungan akademis kampus, kajian dan penelitian terkait 

posbakum atau layanan bantuan hukum banyak dijadikan tema atau topic. Hal 

ini dapat dilihat dari berbagai karya-karya penelitian yang berhasil penulis 

temukan yang juga membahas pos bantuan hukum atau layanan bantuan 

hukum di Pengadilan Agama, berikut beberapa yang berhasil ditemukan: 

                                                             
45  Mazroatus Saadah, PEREMPUAN DAN PERCERAIAN Kajian Tentang Cerai Gugat di 

Pengadilan Agama Bekasi, Al-Ahwal, Vol. 11, No. 2, Tahun 2018, h. 126 
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1. Peran Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Pengadilan Agama Bengkulu kelas 

1A Bedasrkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 

Tahun 2014 (Ari Prabowo). 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa peran posbakum bedasarkan 

peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014   sangat 

membantu masyarakat yang tidak mampu akan tetapi peran tersebut belum 

efektif karena tidak adanya pendampingan secara lagsung terhadap pencarian 

keadilan dalam berencara di Pengadilan Agama,   karena  masyarakat masih 

merasa kesulitan dengan  tidak adanya pendampingan langsung oleh petugas 

posbakum. 

Terdapat perbedaan dengan karya tulis saya, karya tulis ini berfokus 

pengoptimalan peran dan fungsi di Posbakum Pengadilan Agama Karawang. 

2. Peran Posbakum di Pengadila Agama Metro Masa New Normal (Nyimas Lidya 

Putri Pertiwi, Firmansyah). 

Hasil penelitian artikel untuk mendiskripsikan tentang upaya posbakum 

dalam melakukan pelayanan di Pengadilan Agama Metro masa new normal. 

Posbakum merupakan lembaga pemberi layanan bantuan jasa hukum bagi 

masyarakat pencari keadilan secara ekonomis tidak mampu membayar jasa 

advokat yang difasilitasi oleh negara disetiap Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syari’ah. Disaat masa pandemic covid-19 Posbakum tetap melakukan 

pelayanan memlalui online ataupun offline dengan menerapkan protokol 
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kesehatan. Sehingga proses peradilan dan pelayanan terhadap masyarakat 

pencari keadilan tetap dapat berjalan sesuai prosedur.  

Penulis berfokus pada implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2014 

bahwa penerima layanan bantuan hukum di Pengadilan adalah mereka yang 

memiliki SKTM. 

3. Penerapan Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Miskin Melalui 

Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu (Fauzan). 

Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan layanan hukum 

melalui Posbakum di Pengadilan Agama Kota Bengkulu telah berjalan dengan 

baik. Meskipun dalam penyelenggaraan layanan bantuan hukum masih 

terkandala faktor Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Posbakum, namun 

jika di lihat dari sisi proses administrasi dan dampak layanan bantuan hukum, 

maka secara keseluruhan pelaksanaan layanan hukum melalui Posbakum  di 

Pengadilan telah berjalan dengan baik sesuai capaian berdasarkan peraturan 

perundangan. 

Penulis berfokus pada pengimplementasian PERMA No. 1 Tahun 2014 

terkhusus pada Pasal 22 mengenai Penerimaan Layanan di Posbakum. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Setiap sebuah penelitian tidak terlepas dengan penggunaan suatu metode 

dalam penelitian untuk menentukan tercapai atau tidaknya suatu penelitian dan 

mudah untuk dipertanggungjawabkan. Metode Penelitian merupakan cara ilmiah 

untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti 

suatu kegiatan penelitian yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu; rasional, 

empiris, dan sistematis.46 

Dengan demikian, dalam penelitian ini penulis menggunakan metode 

sebagai berikut: 

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis metode kualitatif. Pada metode 

kualitatif dipusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari 

perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-

pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan 

kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran 

mengenai pola-pola yang berlaku. Pola-pola tersebut dianalisis kembali 

menggunakan teori yang objektif. 

Landasan pada pendekatan peneltian kualitatif adalah menekankan pada 

pola tingkah laku manusia, yang dilihat dari “frame of reference” si pelaku itu 

                                                             
46 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi. (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 1. 

 



37 
 

 

sendiri. Jadi individu sebagai aktor sentral perlu dipahami dan merupakan suatu 

analisis serta menempatkannya sebagai bagian dari suatu keseluruhan atau holistic.  

Untuk mendapatkan data yang lengkap, mendalam dan memberi 

jawaban yang tepat serta menyeluruh terhadap permasalahan yang diajukan 

digunakan untuk penelitian lapangan (field research) dan menggunakan 

analasis data dalam penelitian yaitu analisis deskriptif. 

B. Lokasi Penelitian 

 Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan 

penelitian agar memperoleh data yang diinginkan. Adapun yang menjadi lokasi 

penelitian ini adalah Posbakum Pengadilan Agama Karawang, tepatnya di Jl. 

Jenderal Ahmad Yani No.53, Karang Indah, Nagasari, Kec. Karawang Barat, 

Karawang, Jawa Barat. 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Adapun subjek penelitian ini adalah anggota Pos Bantuan Hukum 

Pengadilan Agama Karawang dan yang menjadi objek penilitian ini adalah Pos 

Bantuan Hukum Pengadilan Agama Karawang. 

D. Sumber Data 

Dalam penelitian ini sumber data primer dan sekunder yang diutamakan 

yaitu data-data yang didapatkan di Posbakum Pengadilan Agama Karawang dan 

narasumber. 
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1. Sumber Data Primer 

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari 

sumber utama atau objek yang menjadi fokus penelitian. Data primer 

diperoleh melalui interaksi langsung peneliti dengan subjek penelitian atau 

objek yang diteliti.47 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data primer 

memlalui observasi dan wawancara. 

2. Sumber Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber yang diperoleh atau dibuat dan 

merupakan perubahan dari sumber pertama, yaitu data yang menjadi 

pendukung.48 Data yang digunakan buku-buku, artikel-artikel dan jurnal-

jurnal yang terkait dengan judul skripsi.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data menggunakan penilitian lapangan (field 

research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilapangan atau di lokasi 

penelitian dan analasisnya menggunakan analisis deskriptif dengan metode 

penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dipakai sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah salah satu teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melakukan sebuah proses percakapan dengan maksud 

                                                             
47  Soejono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Penerbit Universitas 

Indonesia Press, 2005), hlm. 51. 
48 Imam Barnadib, Arti dan Metode Sejarah Pendidikan, (Yogyakarta: FIP IKIP, 1982), h. 

55. 
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tertentu, percakapan tersebut dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang merupakan orang 

pemberi jawaban atas pertanyaan itu. 

Dalam pengumpulan data primer ini melakukan beberapa tahap 

wawancara yang diajukan kepada koordinatur posbakum Pengadilan 

Agama Karawang, Panitera dan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama 

Karawang. 

2. Studi Pustaka 

Pengumpulan data ini dilakukan terhadap data sekunder yang 

didapat dengan cara membaca serta mempelajari berbagai referensi buku, 

literatur-literatur dan aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan bantuan 

hukum. 

3. Dokumentasi 

Metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Berupa 

catatan peritiwa yang telah berlalu dan dapat juga diartikan sebagai surat-

surat resmi yang berbentuk tulisan, gambar atau karya ilmiah yang 

menumental dari seseorang. Dokumentasi ini juga bermakna sebagai 

sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian 

lisan, serta karya lainnya yang memberikan informasi bagi proses 

penelitian. 

 

 

 



40 
 

 

F. Analisis Data 

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan 

informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan 

keputusan untuk memecahkan suatu masalah. 

Analisis data ialah cara mengatur data atau rangkaia kegiatan 

mengelompokkan data, sistematisasi, penafsiran dan verifikas data sehingga 

suatu kejadian atau peristiwa memiliki nilai sosial, akademis, serta ilmiah. 

Prosedur analisis data menjelaskan tetang tahapan langkah dengan pendekatan 

penelitian dan jenis data.  

Pada tahap akhir penulis dapat memberikan kesimpulan yang lebih kongkrit 

untuk dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang penulis teliti. 
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G. Sistematikan Penelitian 

Agar pembahasan ini menjadi teratur sehingga mempermudah pembaca 

untuk memahami penelitian ini, maka penulis akan menguraikan secara singkat 

mengenai sistematika skripsi ini yang terdiri lima bab. 

BAB I  : Dalam bab I ini menjelaskan sebagai gambaran umum 

tentang judul yang akan dikaji dan dibahas pada bab-bab 

selanjutnya. Pada bagian ini terdiri dari latar belakang 

masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan 

penelitian. 

BAB II  : Pada bab II membahas tentang kajian pustaka tentang 

Mahkamah Agung, Masyarakat Tidak Mampu, dan Pos 

Bantuan Hukum (posbakum), diantaranya; pengertian pos 

bantuan hukum, tugus pos bantuan hukum pengadilan, fungsi 

pos bantuan hukum dan dasar hukum pos bantuan hukum. 

BAB III  : pada bab III ini penulisan membahas tentang metodologi 

penelitian. Diantaranya; jenis dan pendekatan penelitian, 

lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, 

teknik pengumpulan data, analisis data dan sistematika 

pembahasan. 

BAB IV  : pada bab IV ini penulis membahas tentang hasil dari 

penelitian yang penulis lakukan. 

BAB V  : pada bab V ini penulis memuat tentang kesimpulan dan 

saran.
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. KESIMPULAN 

Penerapan atau pengimplementasian aturan memang tidak dapat diukur secara 

pasti, akan tetapi untuk melihatnya sesuai atau tidak adanya indikatornya. Temuan 

yang dapat disimpulkan dalam penelitian ini: 

1. Pengimplementasian PERMA Nomor 1 Tahun 2014 di Posbakum Pengadilan 

Agama Karawang, yang seharusnya diperuntukkan untuk manyarakat tidak 

mampu, akan tetapi fakta dipersidangan semua kalangan dilayani di Posbakum 

Pengadilan baik yang mampu maupun yang tidak mampu, karena Posbakum 

dituntut untuk tidak boleh diskriminatif atau membeda-bedakan masyarakat 

baik dari suku, budaya, agama dan sebagainya. 

Menjadi dasar Posbakum menerima semua kalangan karena mengikuti asas 

Pengadilan, Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan, dan secara 

tidak langsung Posbakum pun menerima perkara dari kalangan manapun. 

Kriteria masyarakat yang tidak mampu yang berhak menerima bantuan layanan 

hukum di Posbakum Pegadilan Agama Karawang sejatinya sudah diatur dalam 

Pasal 22 PERMA Nomor 1 Tahun 2014. Akan tetapi fakta dipersidangan: jika 

masyarakat ingin mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma 

maka masyarakat harus membawa atau menyertakan Surat Keterangan Tidak 

Mampu (SKTM), SKTM itu dikeluarkan oleh Kelurahan dan harus diketahui 

oleh Kecamatan, SKTM itu diperuntukkan untuk masyarakat yang memang 

benar-benar tidak mampu secara ekonomi. Pengecekan sudah tepat, layak atau
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tidaknya mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma itu bukan 

tugas posbakum. 

2. Pelaksanaan Perma No. 1 Tahun 2014 dalam perkara cerai gugat sudah sesuai 

dengan peraturan yang ada, dimana para masyarakat  yang berperkara melalui 

Posbakum Pengadilan Agama Karawang terkhusus masyarakat yang tidak 

mampu perkara cerai gugat sudah mendapatkan bantuan layanan hukum secara 

cuma-cuma dari Pengadilan Agama Karawang tentu dengan mengikuti 

prosedur yang sudah ditetapkan oleh Posbakum dan Pengadilan Agama 

Karawang  salah satunya adalah menyertakan Surat Keterangan Tidak Mampu 

(SKTM) 

B. SARAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan oleh penulis diantaranya: 

Posbakum dalam pemberian layanan bantuan hukum sudah 

melakukannya dengan baik walaupun ada yang tidak sesuai dengan PERMA 

Nomor 1 Tahun 2014, seperti menerima semua perkara yang masuk tidak 

memandang mereka dari golongan apapun sesuai dengan asas Pengadilan. 

Penulis menyarankan kepada Posbakum Pengadilan untuk melakukan kegiatan 

sosialisasi kepada masyarakat, agar masyarakat lebih faham lagi tentang 

hukum dan lebih tahu fungsi Posbakum di Pengadilan. Kriteria masyarakat 

tidak mampu yang berhak menerima bantuan layanan hukum di Posbakum 

Pengadilan Agama Karawang sudah sesuai dengan prosedur yang ada atau 

sudah sesuai Perma yang ada, akan tetapi saran dari penulis lebih teliti dan 
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perketat atau lebih selektif lagi dalam menerima masyarakat yang berhak 

menerima bantuan layanan hukum di Posbakum Pengadilan Agama Karawang.  

Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan jasa Posbakum Pengadilan 

Agama Karawang, saran dari penulis adalah menambah anggota di Posbakum 

Pengadilan Agama Karawang agar tidak terjadinya antrian yang panjang dan 

mempercepat perkerjaan yang ada. 
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